PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ALIH DAYA DAN PENERAPAN
PENGATURAN TENAGA KERJA ALIH DAYA DALAM PERUSAHAAN FARMASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN JO SE PERMENAKERTRANS NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN
KEPADA PERUSAHAAN LAIN

Muhamad Anka Amelianda

(NPM 1187017)

ABSTRAK

Sistem Alih daya adalah penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan kepada pihak
ketiga yang merupakan perusahaan user yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi resiko
dan mengurangi beban perusahaan tersebut. Penyerahan pekerjaan tersebut dilakukan atas dasar
perjanjian kerja sama operasional antara perusahaan pemberi kerja (principal/user) dengan
perusahaan penerima pekerjaan (perusahaan alih daya). Tenaga kerja alih daya pada dasarnya
merupakan milik perusahaan alih daya yang ditempatkan di user sehingga perlindungan perlu
diberikan kepada tenaga kerja tersebut. Jasa alih daya di bidang cleaning service dipakai oleh
perusahaan farmasi namun di dalam perusahaan farmasi jenis dan sifat pekerjaannya bukan
merupakan kegiatan penunjang melainkan berhubungan langsung dengan proses produksi obat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan
yuridis normatif yaitu dengan meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data
kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan kriteriterium kebenaran
koheren. Metode penelitian yuridis normatif di dalam penelitian ini bertujuan mengetahui
penerapan pengaturan alih daya dalam perusahaan farmasi serta menganalisis dan
mengkaitkannya dengan peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku pada saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di dalam PKWT masih terdapat
klausula yang kurang memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja alih daya dan masih
ada pada kenyataannya di lapangan terdapat perbedaan dan pelanggaran dengan peraturan-
peraturan yang mengatur alih daya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penerapan Pengaturan, Tenaga Kerja Alih Daya.
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LEGAL PROTECTION FOR LABOR OUTSOURCING AND LABOR
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NUMBER 19 OF 2012 CONCERNING THE TERMS OF SUBMISSION TO SOME
OTHER COMPANIES

Muhamad Anka Amelianda

(NPM 1187017)

ABSTRACT

Outsourcing system is the handover of a company’s particular job to a third party, which
is a user company, with the intention to share the risk and reduce the company’s burden. The
handover of the work carried out on the basis of operational cooperation agreement between the
employer company (principal / user) with the receiving jobs company (outsourcing company).
Outsourcing labor basically belongs to the outsourcing company, and yet placed in the user
company, so that the protection needs to be given to the labors. In pharmaceutical company, the
job type and nature of outsourcing services in the field of cleaning service are not an auxiliary
activity but are directly related to pharmacentinel medicine production process.

The method used in this research is normative juridical approach that is to examine the
secondary data in the law field as data, using deductive reasoning and truth coherent criteria.
Normative juridical research method in this study aims to determine the assembling of the
setting of outsourcing in the pharmaceutical companies as well as to analyze and link it with
rules and regulations applied at the moment.

Based on the results of this study, it is concluded that in PKWT there are clauses which
provide less legal protection for labor outsourcing and there are still some cases which are
different and inkonsistensi from the rules of outsourcing field.

Keywords: Legal Protection, Assembling Settings, Labor Outsourcing.
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